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Abstract
This study discusses refillable perfume cosmetic products that are made and
traded freely without following the rules in accordance with the cosmetic
regulations issued by the government, especially the Food and Drug Supervisory
Agency. The formulation of the problem raised is (1) Why can the Consumer
Protection law not reach the use of materials that can cause adverse health effects
on refill perfume users? (2) How is law enforcement in perfume refill traders done
optimally? The conclusions of this study are (1) BPOM has not applied any
sanctions to dealers and prioritized the existence of a guidance agenda for
business people considering the existence of these business actors in which there
are SME actors for their survival. (2) The consumer protection law has not been
able to reach the refill perfume traders, because there has been no complaint
regarding complaints from consumers.
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Inti Sari
Penelitian ini membahas mengenai produk kosmetik parfum isi ulang yang
dibuat dan diperdagangkan secara bebas tanpa mengikut aturan sesuai dengan
regulasi kosmetik yang dikeluarkan pemerintah, khususnya Badan Pengawas Obat
dan Makanan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1) Mengapa undang-
undang Perlindungan Konsumen tidak dapat menjangkau penggunaan bahan yang
dapat menimbulkan efek merugikan kesehatan terhadap pengguna parfum isi ulang
? (2) Bagaimana penegakan hukum pada pedagang parfum isi ulang dilakukan
secara optimal ? Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) BPOM belum
menerapkan sanksi apapun kepada pengedar dan lebih memprioritaskan adanya
agenda pembinaan terhadap para pelaku usaha dengan pertimbangan keberadaan
para pelaku usaha ini di dalamnya terdapat pelaku dari kalangan UKM untuk
keberlangsungan hidupnya. (2) Undang-undang Perlindungan konsumen belum
dapat menjangkau kepada pelaku usaha pedagang parfum isi ulang, karena belum
ada aduan mengenai keluhan dari konsume.
Kata kunci : Regulasi Kosmetik, Parfum isi ulang, Perlindungan  Konsumen
A. Pendahuluan
Sekarang ini banyak ditemui pedagang parfum isi ulang (refill), baik di
pasar, di kios-kios, toko-toko maupun di mal-mal mewah mudah menemukan
penjual parfum isi ulang, karena bisnis menjual parfum sangat menjanjikan dari
segi ekonomi karena dengan modal yang relatif murah bisa dijual dengan harga
yang berlipat ganda namun tetap harganya jauh lebih murah dari parfum yang
original, dengan cara menduplikasi merek-merek parfum ternama atau yang
disebut merek “Branded” atau merek-merek yang banyak diminati oleh
konsumen, menjadi produk Kosmetik Parfum Isi Ulang.
Membuat produk parfum isi ulang tersebut dengan cara membeli parfum
konsentratnya yang mirip dengan aroma dari merek dari produk branded, yakni
memilih parfum konsentrat (biang parfum) dari perusahaan perusahaan parfum
(Perfumery) yang menciptakan aroma parfum tipe/(direction) dengan wangi
spesifik dan dikehendaki semirip mungkin dengan parfum merek aslinya
(original), sehingga bisa dibuat menjadi produk parfum yang aromanya mirip
dengan yang aslinya, yang mana parfum concentrated atau kata lain “biang
parfum” disuplai dari perusahaan perfume multinasional melalui distributornya di
Indonesia.
Berbagai produk parfum isi ulang yang banyak diperjual-belikan di Indonesia
ternyata mengandung banyak efek samping bagi pemakainya. hal ini
berdasarkan hasil survey Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM),
yang mendapati parfum-parfum isi ulang dengan kandungan kadar metanol
yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit bahkan hingga
mengakibatkan kebutaan.1
Yang menjadi masalah dari hasil produk perfume yang dibuat oleh
pedagang perfume isi ulang adalah kualitas bahan baku pendukung atau pelarut
formula perfume tersebut yang dapat merugikan konsumen yang memakainya,
karena banyak ditemui sebagai pelarut/pengencer perfume tersebut menggunakan
Methanol (Methyl Alcohol) yang sangat dilarang untuk penggunaan pada
1 http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/9160/Parfum-Isi-Ulang----Bagaimana-
Aturannya-.html.  30/11/18. 10.23
kosmetik karena termasuk golongan bahan yang mempunyai efek dapat
merugikan kesehatan konsumen. Seharusnya pelarut yang digunakan adalah
Ethanol (Ethyl Alcohol) sebagai salah satu pelarut yang diizinkan sebagai bahan
baku kosmetik yang legal. hal ini dapat juga dipengaruhi oleh ketidaktahuan
pedagang parfum isi ulang mengenai bahan baku kimia yang digunakan karena
tidak didasari dengan keilmuan yang mendukungnya dalam hal pembuatan
kosmetik.
Pemilihan penggunaan  metanol oleh pedagang parfum isi ulang adalah
salah satunya karena harganya yang murah dan untuk ethanol harganya lebih
mahal karena ada cukai yang dibebankan. Bila perusahaan mempunyai izin
industri dan izin produksi kosmetik, maka cukai tersebut dibebaskan biayanya.
Fenomena pedagang parfum isi ulang ini semakin hari semakin menjamur
sehingga harus adanya upaya pembinaan yang intensif dari departemen terkait
yaitu Departemen Kesehatan RI melalui Balai Pengawasan Obat dan Makanan
sehingga tidak tidak menimbulkan masalah dikemudian akan semakin rumit
karena perilaku ini bertentangan dengan peraturan yang ada tentang pembuatan
produk kosmetik dan demi keadilan terhadap produsen kosmetik lainnya dan
terutama untuk perlindungan konsumen.
Namun hingga kini BPOM belum menerapkan sanksi apapun kepada
pengedar dan lebih memprioritaskan adanya agenda pembinaan terhadap
para pelaku usaha. Alasannya keberadaan para pelaku usaha ini, di
dalamnya terdapat pula pelaku dari kalangan Usaha Kecil Menengah
(UKM) yang tidak boleh dihapus begitu saja. Terkait dengan hal tersebut,
BPOM mengingatkan para pedagang untuk tidak menyimpan stok parfum
yang telah diencerkan kemudian dipajang di etalase toko. Dan
menganjurkan dalam melakukan pembelian biang parfum juga harus
disertai dengan surat resmi seperti certificate of analysis dari IFRA
(International Fragrance Association). Kepala Balai juga menekan agar
usaha atau bisnis parfum isi ulang ini tidak dilakukan sembarangan. Butuh
ilmu dan keahlian khusus untuk meracik  dalam meracik parfum, sehingga
tidak menimbulkan efek samping bagi penggunanya.2
Masalahnya apakah pedagang lainnya dengan membuat dan menjual
sediaan kosmetik dalam bentuk sediaan kosmetik lainnya seperti lulur, sabun,
2 Ibid
shampoo atau bentuk sediaan lainya juga boleh bila dilakukan oleh usaha mikro
kecil menengah (UMKM) seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang parfum
isi ulang ?, hasilnya belum tentu sama, yaitu tidak boleh dilakukan bahkan bisa
mendapatkan sanksi-sanksi, karena berhubungan dengan peraturan atau
perundang-undangan yang mesti diterapkan kepada produsen kosmetik, antara
lain : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
KESEHATAN, Pasal 1 poin (4) Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat
tradisional, dan kosmetika.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1175/MenKes/Per/VIII/2010 Tentang IZIN PRODUKSI KOSMETIKA Pasal (1).
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia
Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara
Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
Pasal 2 (1) Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi
kriteria,pada huruf a.
Pasal 4 (1) Kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan
notifikasi kepada Kepala Badan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
PERLINDUNGAN KONSUMEN pada pasal 1, 2 dan 8.
Dengan melihat peraturan dan perundang-undangan tersebut sudah nyata
bahwa pembuatan dan penjualan parfum oleh pedagang parfum isi ulang yang
fenomenal ini adalah perbuatan melawan hukum seperti halnya dengan
pembuatan sediaan kosmetik atau produk lainnya bila pembuatannya tidak
memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dan aturan yang dipersyaratkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, akan dapat dikenakan sanksi.
Membandingkan contoh kedua pedagang tersebut diatas maka terdapat
ambigu atau ketidakjelasan dalam penerapan regulasi kosmetik dalam hal
produksi dan peredaran produk kosmetik yang menimbulkan ketidak-adilan bagi
pelaku usaha atau pedagang produk kosmetik lainnya khususnya di kalangan
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sering terjerat pidana karena
ditemukan produk kosmetik ilegal di warung atau tokonya. Disamping itu pula
perlu melihat pentingnya perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya yang
tidak boleh dipergunakan di dalam produk parfum isi ulang sesuai aturan
regulasi.
Jika mengikuti prinsip-prinsip negara hukum (Rechtsstaat) terdapat azas
yaitu Azas supremasi hukum (supremacy of law), Azas persamaan kedudukan di
depan hukum bagi setiap orang (equality before the law) dan Azas perlindungan
terhadap hak azasi manusia (human rights), dan juga terdapat di dalam Undang-
undang Dasar 1945 Pasal 28D angka (1) berbunyi : “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
diperlakukan yang sama dihadapan hukum”.  Pengertian dari pasal ini tidak lain
adalah dengan menegakan supremasi hukum berlaku bagi semua warga negara
Indonesia atau bagi setiap orang dalam berkehidupannya dan hukum berfungsi
mengatur segala hal agar dapat berjalan tertib sesuai aturan yang berlaku. Hukum
dibuat untuk dipatuhi dan ditaati, akan tetapi bukan untuk dilanggar. Tatanan
ilmiah dari pasar bebas ini memajukan kesejahteraan setiap orang dan seluruh
masyarakat melalui berfungsinya kecenderungan setiap orang untuk mengejar
kepentingannya demi membuat hidupnya menjadi lebih baik. Tetapi dalam pasar
bebas tersebut upaya setiap orang untuk mengejar kepentingannya harus tunduk
di bawah aturan-aturan keadilan, dan karena itu harus dikendalikan, pertama-
tama oleh pelaku ekonomi bebas itu sendiri.3 Kecenderungan untuk bisa eksis
secara individu mendapatkan tempat dalam tatanan ekonomi liberal dimana
pemerintah tidak boleh campur tangan, The Liberals suggest the government does not
interfere in the lives of individuals.4
Namun demikian karena jumlah pedagang parfum isi ulang tersebut sudah
banyak jumlahnya maka pemerintah harus melihat secara luas efeknya bila
penertiban pedagang parfum isi ulang itu mengikuti aturan yang berlaku sebagai
produsen kosmetika, maka pedagang tersebut pasti berhadapan dengan masalah
3 Dyah Ersita Yustanti, Perlindungan Hukum Bagi Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT)
sebagai Pengangkut Dalam Rangka Pengembangan Hukum Nasional.
Jurnal Ius Constitutum Vol.1 No.2 Tahun 2018, hlm. 19
4 Tuti Widyaningrum, SHS Web of Conferences 54, 03008 (2018),
https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403008, ICOLGAS 2018, pagee.3
pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan izin edar produk kosmetika pada hal
ini menyangkut keekonomian rakyat juga.
Dalam Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) merupakan teori yang
searah dengan dasar Negara Indonesia, dan menegaskan bahwa Negara yang
pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, dimana hal
ini terdapat pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke empat
yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, namun untuk dapat
mewujudkan kesejahteraan rakyatnya salah satunya melalui kegiatan ekonomi,
akan tetapi kegiatan ekonomi bila tidak didukung dengan hukum maka akan
terjadi kekacauan, sebab bila pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan bila
tidak didasari oleh norma-norma  hukum maka akan menimbulkan kerugian di
pihak lainnya.
Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan
bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan
perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya
perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang
lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul
sebagai akibat adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan
konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh produsen.5
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh
hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah
yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau oleh
masyarakat.6
Berkaitan dengan hal-hal di atas, maka konsumen perlu dilindungi secara
hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktek bisnis curang
5 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Depok:
PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 1.
6 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2014  hlm.1.
tersebut. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang
perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional
sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu, melindungi
konsumen adalah melindungi semua orang. Karena itu, persoalan perlindungan
hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan
demikian, berbicara perlindungan hukum kepada konsumen berarti berbicara
tentang keadilan bagi semua orang.
Sering ditemukan bahwa produk, pemasarannya, dan penggunaanya oleh
konsumen senantiasa mengandung dampak negatif sebagaimana disebutkan di
atas, baik karena perilaku produsen maupun sebagai akibat perilaku konsumen itu
sendiri, seperti perilaku curang dari produsen atau pun karena ketidaktahuan dari
konsumen. Karena itu, persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada
pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai
pendidikan terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang
perlunya keselamatan dan keamanan di dalam berkonsumsi sehingga orang atau
konsumen akan terhindar dari kemungkinan kerugian, seperti cacat, terkena
penyakit, bahkan meninggal atau dari kerugian yang menimpa harta bendanya.
Dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat melalui pemberitaan pers,
tampak bahwa ada pengeluaran finansial untuk menanggulangi akibat negatif dari
pemakaian produk seandainya ada dari anggota keluarga yang menjadi sakit,
cacat atau meninggal dan sebagainya. Dengan demikian, economic cost dan
social cost sehubungan dengan penggunaan produk sungguh besar, oleh karena
itu perlindungan konsumen sesungguhnya adalah suatu keharusan jika
dihubungkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebuah bangsa dan negara tentunya membutuhkan manusia-manusia yang
sehat secara jasmani dan rohani serta membutuhkan sumber daya manusia yang
berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Sebab hanya di tangan manusia-
manusia yang berkualitas pembangunan bangsa/negara ini dapat berlangsung
secara terjamin.7
7 Ibid, hlm. 3-5
Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut sangat diperlukan
mengingat bahwa dalam kenyataan umumnya konsumen selalu berada di pihak
yang dirugikan. Begitu banyak dapat dibaca berita-berita yang mengungkapkan
perbuatan curang produsen atau pedagang yang menimbulkan kerugian bagi
konsumen, baik konsumen-antara maupun konsumen-akhir dan banyak berita di
media elektronik, media cetak maupun berita di media lainnya salah satunya di
bidang kesehatan seperti kosmetik ilegal yang menimbulkan kerugian , baik
materiil maupun immateriil bagi konsumen.
B. Rumusan Masalah
1. Mengapa undang-undang Perlindungan Konsumen tidak dapat
menjangkau penggunaan bahan yang dapat menimbulkan efek merugikan
kesehatan pada parfum isi ulang ?
2. Bagaimana penegakan hukum pada pedagang parfum isi ulang dilakukan
secara optimal ?
C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada
peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan
dengan penulisan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah
dengan melakukan mengambil informasi-informasi dari pelaku usaha, konsumen
atau lainnya, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam hal yang
berhubungan khususnya dalam hal produsen, pedagang kosmetik dan
perlindungan konsumen.
Data Penelitian
Sumber dan jenis data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan suatu penulisan penelitian yang berasal dari berbagai sumber.
Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.
Teknik Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini meliputi:
a. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu membaca, mengutip buku-buku
atau referensi serta menelaah peraturan perundang undangan, dokumen dan
informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan
penelitian ini.
b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap
pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
c. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok
bahasan yang telah ditentukan.
Sumber Data
Dalam penulisan penelitian ini data terdiri dari :
a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.
b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan
kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian dan literatur
lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
Pendekatan Dalam Penelitian Hukum
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan :
Yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yaitu
menganalisa tentang keberadaan regulasi  dengan penegakan hukum di bidang
produk kosmetika terhadap perlindungan konsumen.
Yuridis empiris Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris melalui
wawancara dengan penjual, pemakai parfum.
b. Pendekatan Kasus (Case Approach), pendekatan ini dilakukan dengan
melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang
dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
c. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), pendekatan ini dilakukan
dengan membandingkan peraturan hukum mengenai peredaran parfum isi ulang
yang beredar di negara Malaysia. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh
persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum tersebut.
d. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan dalam penelitian
ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin.
e. Pendekatan sejarah (Historical approach), pendekatan ini melalui dengan cara
melacak atau meneliti dari sejarah dari keberadaan parfum isi ulang.
Analisa Data : menggunakan danta primer dan data sekunder
a. Bahan Hukum Primer menggunakan Undang-undang atau peraturan-peraturan.
b. Bahan Hukum Sekunder didapat dari  karya-karya ilmiah, hasil penelitian para
pakar, bahan seminar.
c. Bahan Hukum Tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus
hukum dan internet.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
a. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang
berupa transkrip, buku, jurnal, surat kabar, notulen rapat dan internet.
b. Metode wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman
wawancara yang memuat aspek-aspek penelitian secara rinci.
D. Pembahasan
Pada saat ini pembangunan, perkembangan ekonomi dan  perdagangan
dengan cara konvensional atau melalui dunia internet yaitu melalui online yang
berubah sangat cepat dan pesat sehingga konsumen dapat sangat mudah
mengakses untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Ditambah dengan
globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung kemajuan teknologi
telekomunikasi menjadikan arus transaksi barang semakin mudah. Akibatnya
barang yang ditawarkan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sangat
mudah didapatkan.
Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena
kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta
terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas
serta harga sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi disisi
lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak
seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek
aktivitas bisnis oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta
penerapan perjanjian yang merugikan konsumen. Berkenaan dengan
pertimbangan tersebut, maka perlu diketengahkan apa yang menjadi hak dan
kewajiban pelaku usaha dan konsumen.
Kementerian Perindustrian mencatat industri kosmetik nasional tumbuh
7,36% pada kuartal pertama  tahun 2018, meningkat dibandingkan pada 2017
yang tumbuh 6,35%. Kinerja sektor kosmetik ini mampu di atas pertumbuhan
ekonomi nasional dan perkirakan sepanjang 2018 bisa tembus hingga
7.00%.8Kondisi tersebut juga tampak terlihat dengan semakin banyaknya
pertambahan pelaku usaha pedagang parfum isi ulang yang banyak ditemui di
pasar-pasar, di mall-mall dan setiap peloksok yang strategis terdapat pedagang
parfum isi ulang. Fenomena seperti ini tidak hanya di Indonesia tetapi juga
dialami oleh negara Malaysia9, yang pada halnya Indonesia dan Malaysia
termasuk dalam organisasi yaitu ASEAN Harmonized Cosmetic yang anggotanya
terdiri dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara, pada dasarnya menerapkan
regulasi kosmetika di tiap negara memiliki satu tujuan bersama yakni melindungi
konsumen dengan memastikan bahan serta produk jadi yang aman.
Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetika ini telah diterapkan di Indonesia
sejak 1 Januari 2011. Dengan adanya harmonisasi ini diharapkan dapat





meningkatkan daya saing kosmetika yang diproduksi oleh negara anggota
ASEAN. hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk
memanfaatkan arus globalisasi bagi kepentingan nasional.10
Kosmetik Parfum Isi Ulang
Menurut Peraturan Kepala Badan POM No. HK.00.05.4.1745 tahun 2003,
yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk
digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan
organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk
membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau
badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
Mewangikan dan pemperbaiki bau badan yang dimaksud adalah untuk produk
parfum untuk badan, termasuk pada produk parfum isi ulang.
Permasalahan yang utama adalah bahwa pedagang parfum isi ulang tidak
mengikuti regulasi yang dikeluarkan BPOM, bahwa untuk memproduksi dan
mengedarkan kosmetik harus memenuhi persyaratan yang ada pada Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi
Kosmetika, pada pasal 3 bahwa pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan
oleh industri kosmetika. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika yaitu pasal
3 angka (1) berbunyi : “setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat
izin edar dari menteri”, selanjutnya pada angka (2) berbunyi : izin edar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi.   Oleh karena itu produk
kosmetik yang diedarkan atau dijual harus sudah dinotifikasi terlebih dahulu. Bila
tidak sesuai atau tidak mengikuti peraturan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut
maka produk kosmetik tersebut dapat dikategorikan sebagai produk kosmetik
ilegal seperti yang dikatakan oleh Ondri Dwi Sampurno, Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, ada
10 https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/13511/Badan-POM-Tingkatkan-
Implementasi-Harmonisasi-ASEAN-di-Bidang-Kosmetika.html. 04/03/2019. 21.35
dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik
palsu.11
Dasar dari terjadinya jual beli adalah perjanjian jual beli. Salah satu syarat
sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata adalah adanya sebab yang halal yakni sebab yang tidak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban
umum. Dasar penjualan barang ilegal terlihat juga dalam pasal 1337 yang
berbunyi : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang,
atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum dimana
hal ini tercantum pada Pasal 8 ayat (1) UUPK Pelaku usaha dilarang
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: huruf a.
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan; Terhadap pelanggaran Pasal 8 UUPK
ini pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 2 miliar (lihat Pasal 62 ayat (1) UUPK. Dengam
melihat aturan hukum tersebut maka hal ini sangat beresiko bagi pelaku usaha
bila terjadi suatu  kerugian pada konsumen, karena terdapat ayat yang tidak dapat
dipenuhi oleh pedagang parfum isi ulang.
Sebelum produk dinotifikasi harus ke BPOM, merek harus sudah
didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS, Pasal (1) :
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)
dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2
(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa




Merek atau Brand merupakan identitas produk itu sendiri, dengan adanya
merek akan konsumen akan lebih sangat mempengaruhi psikologis dan perilaku
konsumen dalam membeli suatu produk dan juga meningkatkan daya saing. Oleh
sebab itu, para pelaku usaha termasuk UMKM harus lebih memperhatikan
kegunaan dan pentingnya Merek tersebut. Perlindungan hukum yang memadai
dibidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan
dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional. Di samping
itu, melalui perlindungan hukum yang memadai, pihak konsumen akan terlindung
dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan akibat pelanggaran merek.12
Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, dalam pengertia UKM terlihat dalam
Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan
Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Pada Pasal 6 :
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan
bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil
penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan
bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
12 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global - Sebuah Kajian
Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010, hlm. 209.
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan
lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan
bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah).
Melihat kriteria khususnta untuk Usaha Menegah yang mempunyai kekayaan
bersih diluar tanah dan bangunan yang mencapai Rp 500 juta sampai Rp 10
miliar, jika mereka mau sudah tentu dapat untuk membangun usaha industri
kosmetika minimal tipe B.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang  IZIN PRODUKSI KOSMETIKA
dalam Pasal 6 ayat (2) :
Izin produksi digolongkan menjadi 2 golongan yaitu :
Golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat
semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika.
Golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat
bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi
sederhana.
BPOM dalam menertibkan pelaku usaha UKM mempertimbangkan efek
keekonomiannya sehingga perlu melindungi pelaku usaha UKM, akan tetapi
khususnya pelaku “Usaha Menengah” yang seharusnya mampu untuk membuat
izin industri minimal tipe B, maka perlu evaluasi lagi jangan sampai
mengorbankan aturan hukum yang ada sehingga efeknya dikemudian hari dapat
menimbulkan kekacauan dalam menertibkan produk kosmetika. Pemerintah tidak
hanya melihat segi keeonomian UKM tetapi perlu pertimbangan terhadap
konsumen dan kepastian hukumnya sebagai tertib hukum. Asas Kemanfaatan
yang dikembangkan oleh Mazhab Utilitarianisme dilandasi oleh prinsip keadilan
sosial yang dikembangkan oleh Aristoteles, berpandangan bahwa manusia selain
makhluk individu juga merupakan makhluk social.13
Dalam Negara hukum (Rechtsstaat) memposisikan hukum di tempatkan
yang tertinggi dan harus ditaati oleh semua rakyatnya termasuk penguasa yang
menjalankan pemerintahan pada negara ini berdasarkan pada aturan hukum yang
berlaku, sehingga dalam kasus pembuatan dan peredaran kosmetik parfum isi
ulang atau siapapun yang membuat dan menjual kosmetik harus mengikuti
regulasi yang berlaku. Hihingga saat ini belum ada penindakan apapun dari
BPOM atau penegak hukum lainnya dengan pertimbangan bahwa pedagang
tesebut yang di dalamnya terdapat pelaku usaha UKM yang jumlahnya semakin
hari semakin bertambah yang signifikan sehingga.
Kalau melihat peraturan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun
2008 Tentang USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH pasal 6 khususnya
untuk kriteria Usaha Menegah yang mempunyai kekayaan bersih diluar tanah dan
bangunan yang mencapai Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar, jika mereka mau
sudah tentu dapat untuk membangun usaha industri kosmetika minimal tipe B,
akan tetapi dengan kebijakan seperti sekarang ini terkesan mereka sudah nyaman
karena tidak adanya yang melarang dan tidak ada sangsinya.
Permenkes RI No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi
Kosmetika dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berbunyi “Golongan B yaitu izin
produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan
kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana”. Maksud dari
tehnologi sederhana tersebut adalah peralatan yang sederhana dapat digunakan
dalam pembuatan kosmetik seperti yang digunakan dalam pembuatan parfum isi
ulang tersebut.
Pada Pasal 8 ayat (2) :
Izin produksi kosmetika Golongan B diberikan dengan persyaratan : a.
Memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai
penanggung jawab; b. Memiliki fasilitas produksi dengan teknologi
13 Rio Christiawan., Kajian Sejarah Hukum Regulasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
Perusahaan, Jurnal Ius Constitutum Vol. 1 No.1 Tahun 2015, hlm. 3
sederhana sesuai produk yang akan dibuat; c. Mampu menerapkan higiene
sanitasi dan dokumentasi CPKB.
Semua persayatan tersebut seharusnya dapat dilakukan oleh pedagang
parfum isi ulang asalkan disesuaikan dengan jumlah produk yang akan dibuatnya,
dan tenaga teknis kefarmasian dapat digunakan lulusan dari SMF (Sekolah
Menengah Farmasi). Permasalahan lainnya adalah izin industri yang dikeluarkan
oleh Departemen Perindustrian dimana industri harus berada di daerah yang
memenuhi syarat untuk industri, akan tetapi lokasi usaha parfum isi ulang
tersebut bertempat di pasar, toko, mall, dan daerah umum lainnya sehingga untuk
hal ini perlu dipertimbangkan lagi.
Jikalau mereka mengikuti regulasi maka mereka harus lebih tertib
administrasi dan dokumen dibandingkan dengan berjualan yang dilakukan seperti
umumnya pedagang parfum isi ulang sekarang ini, yakni dengan menyiapkan
peizinan-perizinan dalam berusahanya seperti izin gangguan atau biasa disebut
dengan H.O. (Hinder Ordonnantie) adalah surat keterangan yang menyatakan
tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan sebuah
perusahaan terhadap lingkungan, izin industri, izin pengolahan limbah.
Izin produksi industri kosmetika golongan B diberika dengan persyaratan
memiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas
produksi dengan teknologi sederhana dan mampu menerapkan higiene sanitasi
dan dokumentasi sesuai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik).
Kemajuan perindustrian tidak lepas dari peran pemerintah dalam
memberikan dukungan terhadap pelakuindustri. Dukungan pemerintah bagi para
pelaku industri dapat melalui berbagai cara, salahsatunya dengan memberi
kemudahan di sektor perizinan industri.14 Akan tetapi dengan memenuhi izin-izin
tersebut seperti izin produksi pelaku usaha atas nama badan usaha dapat
mengajukan surat pembebasan cukai, yang mana pemakaiannya dikontrol oleh
Dirjen bea dan cukai yaitu membuat surat permohonan untuk kapasitas
14 Januar Agung Saputera, Fungsi Ijin Usaha Industri Sebagai Sarana Dalam Pelestarian
Lingkungan hidup, Ius Constitutum Vol.1 No.2 Tahun 2015, hlm.1
pemakaian sampai akhir tahun buku dalam satuan liter dan juga harus membuat
laporan penggunaan tiap bulannya.
Pada penggunaan etanol untuk produksi kosmetik yang tidak mempunyai
sarana pembebasan cukai maka cukai yang dibebankan adalah Rp 20.000,- per
liter dan cukai yang dibebaskan hanya yang digunakan untuk dibuat produk.15
Harga etanol saat ini adalah Rp 13.000,-per liter yaitu harga dari industri
etanol. Jadi bila perusahaan atau pelaku usaha yang tidak mendapatkan
pembebasan cukai maka harga yang ditanggung adalah Rp 33.000,- dan kalau
membelinya dari pedagang atau toko kimia maka harganya diatas Rp 33.000,-.
Jika dibanding dengan harga metanol di pedagang atau di toko kimia saat ini
sekitar Rp 10.500,- per liter untuk pembelian minimum 200 liter, bila  harga
eceran adalah Rp 15.000,-,16 maka dengan perbedaan seperti demikian sangat
dimungkinkan pelarut yang digunakan  adalah menggunakan etanol dengan kadar
metanol lebih dari 5% seperti hasil sampling yang pernah badan BPOM..
Dasar Hukum
Negara hukum atau Rechtsstaat yang mana penggunaan istilah ini
terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.  Negara hukum di
berbagai negara pada dasarnya sama yaitu memposisikan hukum ditempatkan
yang tertinggi dan harus ditaati oleh semua rakyatnya termasuk penguasa yang
menjalankan pemerintahan pada negara tersebut berdasarkan pada aturan hukum
yang berlaku.17
Henry William Rawson (H.W.R.) Wade mengidentifikasikan 5 aspek the rule of
law, yakni :
a. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.010/2018 Tentang Tarif
Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang
Mengandung Etil Alkohol.
16 Hasil survey di toko kimia. 04/03/2019..
17 Marwan Effendy, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi
Hukum Pidana, Referensi(Gaung Persada Press Group), Jakarta: 2014, hlm.35.
b. Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang
membatasi kekuasaan diskresi.
c. Sengketa mengenai keabsahan (legality) tindakan pemerintah akan
diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif.
d. Harus seimbang (even-handed) antara pemerintah dan warga
negara;
e. Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang
ditegaskan menurut undang-undang.
Dengan berdasarkan prinsip-prinsip diatas tersebut maka negara hukum
(Rechtsstaat) terkandung azas yaitu :
a. Azas supremasi hukum (supremacy of law)
b. Azas persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap orang
(equality before the law)
c. Azas perlindungan terhadap hak azasi manusia (human rights)
Teori keadilan John Rawls berpandangan terhadap keadilan bahwa
penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua
prinsip keadilan, yaitu :
1. Memberikan hak dan kesempatan yang sama atas bagi setiap orang.
2. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi
sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik.
Konsep negara hukum rechtsstaat dan the rule of law memerlukan
penyesuaian terlebih dahulu untuk diterapkan di wilayah Negara Indonesia
Kesatuan Republik Indonesia. Untuk konsep hukum yang sesuai dengan bangsa
Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila. Konsep ini yang menjadi dasar
bagi terbentuknya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Keadilan berdasarkan
Pancasila merupakan keadilan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai
dasar filosofis dan ideologis bangsa. Esensi keadilan berdasarkan Pancasila
adalah keadilan bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang
merupakan kajian secara filosofis tentang sila-sila dari Pancasila. Prinsip-prinsip
keadilan berdasarkan Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila dari Pancasila
merupakan prinsip dasar ideologi bangsa dalam berpikir dan bertindak.18
Dengan melihat hukum tersebut diatas, maka masalah pedagang parfum isi
ulang harus mengikuti aturan atau regulasi yang ada yaitu regulasi tentang
produksi dan peredaran produk kosmetik, artinya di dalam peraturan tersebut bila
ada produk yang tidak mengikuti peraturan dapat dikatakan produk ilegal, yang
mana bisa dikenakan sanksi hukum seperti pedagang atau pelaku usaha UMKM
lainya bila ditemukan ditempat usahanya seperti warung atau toko yang terdapat
produk kosmetik yang ilegal dikenakan sanksi pidana, seperti pada Putusan
Mahkamah Agung RI No. 09/Pid.Sus/2014/PN/Pct degan kasus membawa 30
sachet bedak dingin sari bengkoang untuk dijual tanpa izin edar sebagai
kesalahan melakukan tindak pidana ”Dengan sengaja mengedarkan sediaan
farmasi yang tidak memiliki surat izin edar” 19, akan tetapi berbeda dengan
pedagang parfum isi ulang yang sampai sekarang belum ada tindakan hukumnya
dan hanya sebagai pembinaan dari BPOM.
Ditinjau dari azas supremasi hukum dan azas persamaan kedudukan di
depan hukum bagi setiap orang, maka semua warga negara, maka seharusnya
semua pelaku usaha harus taat juga dan tunduk dengan peraturan. Perlindungan
konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang
sehat. Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya
adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.20 Oleh karena itu pemerintah
harus mencari solusi dan perlakuan yang seimbang bagi pedagang dalam
18 Ferry Irawan, Op. cit., hlm.206.
19 https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d5d9a39336de938f260d514fdefaf1f2/
09/03/2019. 19.30.
20 Mustaqim, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan
Terbatas Tertutup Dalam Rangka Pengendalian Perusahaan Sebagai Upaya Untuk
Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila.
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berusaha serta melindungi konsumen dengan azas keadilan. Sesuai dengan tujuan
hukum bahwa hukum dibagi menjadi 3 (tiga) azas yaitu:
1.Azas keadilan yang didalamnya meliputi azas keseimbangan yaitu keadilan
bagi kepentingan masing-masing pihak yaitu konsumen, pelaku usaha dan
pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan
publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak
tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijaksanaan yang
dituangkan dalam berbagai perundang-undangan. Sejak masuknya paham
welfare state, negara telah ikut campur dalam perekonomian rakyatnya,
dan tidak menemukan lagi pengurusan kepentingan ekonomni oleh rakyat
tanpa melibatkan pemerintah sebagai lembaga eksekutif di dalam suatu
negara.21
2.Azas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi azas keamanan dan
keselamatan konsumen. Menyangkut azas kemanan dan keselamatan
konsumen  yang dikelompokkan ke dalam azas manfaat oleh karena
kemanan dan keselamatan kensumen itu sendiri merupakan bagian dari
manfaat penyelenggaraan perlindungan konsumen yang diberikan kepada
konsumen disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.22
3.Azasa kepastian hukum dalam hukum ekonomi disejajarkan dengan azas
efisiensi karena hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di
bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa
ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.23
Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum yang diberikan
kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal yang
dapat merugikan konsumen itu sendiri, baik kerugian materil maupun kesehatan
bahkan jiwa, oleh karena itu berbicara perlindungan konsumen berarti
membicarakan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.
21 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit., hlm. 26-30.
22 Ibid. hlm. 30
23 Ibid. hlm. 33.
Cakupan perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi
perlindungan konsumen terhadap konsumen barang dan jasa, dari awal kegiatan
untuk mendapatkan barang atau jasa hingga akibat-akibat pemakaian barang dan
jasa tersebut.
Cakupan perlindungan terdiri dua aspek sebagai berikut :
Aspek pertama, mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan
diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan tanggung jawab produk, yaitu
tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen karena barang yang
diserahkan kepada konsumen tersebut mengandung cacat didalamnya sehingga
menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian tanggung jawab
produk erat hubungannya dengan persoalan ganti rugi. Aspek yang kedua,
mencakup cara konsumen memperoleh barang atau jasa yang
dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat-
syarat perjanjian yang diberlakukan oleh produsen kepada konsumen pada waktu
konsumen hendak mendapatkan barang atau jasa.24
Dalam kasus perdagangan parfum isi ulang ini adalah barang yang
diperdagangkan termasuk barang yang ilegal, karena tidak memenuhi
persyaratkan bahwa produk kosmetik yang diperdagangkan harus sudah
dinotifikasi di BPOM, disamping itu dari survey BPOM  banyak ditemukan  pada
produk parfum isi ulang mengandung bahan pelarut metanol yang diperaturannya
tidak diperbolehkan digunakan dalam produk kosmetika karena efek terhadap
badan manusia dapat membahayakannya. Dalam Pasal 2 UUPK secara jelas
dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan dalam rangka
pembangunan nasional, yang menjadi tanggung jawab pemerintah.25
hal ini memenuhi aspek yang pertama karena barang yang diperdagangkan
cacat didalamnya mengandung bahan yang penggunaanya terdapat pembatasan
kadar dalam hal ini bahan metanol dengan kadar tidak melebihi 5%, bila melebihi
kadar tersebut dilarang oleh undang-undang kosmetika karena dapat
menimbulkan kerugian kesehatan bagi konsumen. Aspek ini lazim disebut
24 Janus Sidabalok, Op.cit., hlm.11
25 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit., hlm. 30.
tanggung jawab produk atau disebut dengan Product Liability yaitu tanggung
jawab pelaku usaha
E. Kesimpulan
Pengedaran kosmetik parfum isi ulang merupakan produk kosmetik ilegal
karena tidak sesuai dengan regulasi kosmetika dimana untuk membuat dan
mengedarkan kosmetik perlu dinotifikasi.
Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak dapat menjangkau pengguna
bahan yang dapat merugikan kerugian kesehatan yang terdapat pada produk
kosmetik parfum isi ulang karena lebih mempertimbangkan keberadaan para
pelaku usaha yang di dalamnya terdapat pelaku usaha dari kalangan Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) yang jumlahnya sagat signifikan yang harus
diperhatikan kelangsungan keekonomiannya
Penegakan hukum pada pedagang parfum isi ulang belum dilakukan secara
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